
Universitas Indonesia

125

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ali, Chidir. Badan Hukum. Bandung: Alumni. 1999.

Asshiddiqie, Jimly. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca

Reformasi. Cetakan Kedua. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI. 2006.

Atmadja, Arifin P. Soeria. Keuangan Publik dalam Persepektif Hukum : Teori, Kritik,

dan Praktik. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2009.

Fuady, Munir. Perseroan Terbatas Paradigma Baru. Bandung: Cita Aditya Bakti.

2003.

Fuady, Munir. Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam

Hukum Indonesia. Bandung: Cita Aditya Bakti. 2002.

Garner, Bryan A. Black’s Law Dictionary. Eight Edition, St. Paul-Minn: West

Publishing Co. 2004.

Halim, A. Ridwan. Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab. Cetakan Kedua. Jakarta:

Ghalia Indonesia. 1985.

Harahap, M. Yahya. Hukum Perseroan Terbatas. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.

Imaniyati, Neni Sri. Hukum Bisnis: Telaah tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi,

Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009.

Kaligis, O.C. Kumpulan Kasus Menarik. Jilid 1. Cetakan Pertama. Jakarta: O.C.

Kaligis & Associates. 2007.

Kansil, CST. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Khairandy, Ridwan. Konsepsi Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Dalam Perusahaan

Perseroan. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 26-No.1 Tahun 2007. Jakarta:

Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2007.

Khairandy, Ridwan. Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan,

dan Yurispudensi. Cetakan Kedua. Yogyakarta: Total Media. 2009.

Lubis, T. Mulya & Alexander Lay. Catatan Hukum: Hakikat Pertanggungjawaban

Pribadi Dalam UUPT. 2008.

Tinjauan yuridis..., Cuk Prayitno, FH UI, 2010



Universitas Indonesia

126

Muladi dan Dwidja Priyatna. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana.

Cetakan Pertama. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung. 1991.

Nugroho, D. Riant dan Ricky Siahaan. BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan dan

Strategi. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo. 2005.

Prasetya, Rudhi. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Bandung: Citra Aditya

Bakti. 1996.

Puspa, Yan Pramadya. Kamus Hukum. Semarang: Aneka Ilmu. 1977.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. 1986.

Rajagukguk, Erman. Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara dikutip dari

http://ermanhukum.com/Makalah ER.pdf/PENGERTIAN KEUANGAN

NEGARA.

Rido, Ali. Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan,

Koperasi, Yayasan, Wakaf. Bandung: Alumni. 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali.

1995.

Soenoesoebrata, Soejatna. Koruptor Indonesia Retak ½ Bagian: Praktik Penanganan

Tindak Pidana Korupsi di Mata Seorang Akuntan. Jakarta: Mata Aksara. 2009.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Cet.3. Jakarta: UI-Pers. 1984.

Syahrani, Riduan. Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni.

1985.

Tutik, Titik Triwulan. Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional. Jakarta:

Prenada Media Group. 2008.

Wicaksono, Frans Satrio. Tanggungjawab Pemegang Saham, Direksi, Dan Komisaris

Perseroan Terbatas (PT). Jakarta: Visimedia. 2009.

Widjaja, Gunawan. 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas. Cetakan Kedua.

Jakarta: ForumSahabat. 2008.

Widjaja, Gunawan. Risiko Hukum Pemilik, Direksi & Komisaris PT. Cetakan

Pertama. Jakarta: Forum Sahabat. 2008.

Widjaya, I.G.Rai. Hukum Perusahaan. Bekasi: Ksaint Blanc. 2003.

Tinjauan yuridis..., Cuk Prayitno, FH UI, 2010



Universitas Indonesia

127

B. ARTIKEL

Perseroan Terbatas, http://id.wikipedia.org/wiki/Perseroan_terbatas

Kertawacana, Sulistiono. “Erman: Fatwa MA yang Sependapat dengan Saya”. 17

Januari 2007. <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=16050&cl=Berita>.

Ketua MA: Maksimalkan UU Perbankan, 2006

<http://www.bpk.go.id/berita_content.php?lang=id&nid=529>.

Wuih... Indonesia Terkorup, Singapura Terbersih, Kompas On Line

Jum’at 10 April 2009, http://www.kompas.com/read/xml/2009/04/10/06464418

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tanggal 16

Agustus 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tanggal 5

April 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tanggal 19

Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 70).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tanggal 16

Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 106).

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 21

Nopember 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Nomor M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tata

Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan

Tinjauan yuridis..., Cuk Prayitno, FH UI, 2010



Universitas Indonesia

128

Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran

Dasar Dan Perubahan Data Perseroan.

Tinjauan yuridis..., Cuk Prayitno, FH UI, 2010


